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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sikap diam atau 
pengabain oleh pejabat/badan tata usaha negara terhadap permohonan keputusan 
tata usaha negara (KTUN fiktif). Pengaturan terhadap KTUN fiktif saat ini diatur 
dalam Undang-undang No. Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Per- 

   aturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara untuk 
Kata kunci: Permohonan, 
Keputusan, Fiktif. 

Keywords: Request, Decisions, 
Fictions. 

Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan 
dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Pengaturan KTUN fiktif 
dalam ketiga peraturan tersebut masing-masing saling bertentangan sehingga 
menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini mencoba untuk meng- 
kaji perbedaan pengaturan, akibat hukum dan solusi dari adanya perbedaan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang bersifat preskriptif 
dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. 
Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, 
hakim menafsirkan Undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh 
hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat 
diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. 
Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. 

Abstract 

This study aims to examine the regulation of silence or pengabain by officials / 
administrative bodies of the state on requests for state administrative decisions 
(fictional KTUN). The regulation of the fictitious KTUN currently regulated in 
Law No. In 1986 concerning the State Administrative Court, Law No. 14 of 2014 
concerning Government Administration and Supreme Court Regulation No. 7 of 
2018 concerning Procedure Guidelines for Obtaining Decisions Upon Acceptance 
of Requests to Obtain Decisions and / or Actions by the Agency or Government 
Officials. The fictitious KTUN arrangements in the three regulations are mutually 
contradictory, giving rise to confusion in their application. This study attempts to 
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examine differences in settings, legal consequences and solutions to these differences. 
This study uses a type of normative research that is prescriptive in nature using a 
legislative approach and analytical approach. In the case of facing vague legal norms 
or unclear norms, the judge interprets the Law to find the law. Interpretation by the 
judge is an explanation that must lead to the implementation that is acceptable to the 
public regarding legal regulations against concrete events. The method of interpre- 
tation is a suggestion or tool to find out the meaning of the law. 

 

 
 

 

1. Latar Belakang 

Setiap permohonan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang diajukan oleh pemohon, pasti akan 

menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, per- 

mohonan tersebut dikabulkan oleh termohon, 

yang kedua permohonan tersebut ditolak. Peng- 

abulan dan penolakan permohonan administrasi 

negara, menjadi kewenangan Pejabat/ Badan Tata 

Usaha Negara sepenuhnya. Syarat pengabulan per- 

mohonan administrasi negara diatur dalam 

peraturan- peraturan pelaksanaan yang mengatur 

spesifik mengenai permohonan tersebut, dan apa- 

bila pemohon telah melengkapi syarat-syarat dan 

memenuhi prosedur maka pengajuan permohonan 

tersebut dapat dikabulkan. 

Terdapat suatu kondisi ketika badan/pejabat 

tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu ke- 

putusan, baik menerima maupun menolak, atas 

suatu permohonan yang diajukan oleh warga 

negara. Ketiadaan sikap dari badan/pejabat ter- 

hadap permohonan pengajuan KTUN ini disebut 

sebagai tindakan pengabaian atau sikap diam 

badan/pejabat TUN. Sikap diam atau pengabaian 

pejabat TUN atas suatu permohonan yang daijukan 

oleh warga negara diartikan sebagai penolakan 

atas permohonan tersebut sebagaimana disebutkan 

dalam ketentuan Pasal 3 UU PERATUN. 

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan 

hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut 

disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.” 

Atas pengaturan tersebut, secara harfiah 

memberikan kepastian hukum kepada pemohon, 

kendati demikian tidak memberikan peluang 

kepada pemohon untuk mengajukan perbaikan 

permohonan ataupun sekadar untuk melengkapi 

kelengkapan permohonan. Terlebih, jangka waktu 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang PERATUN 

sebagai batas pengeluaran suatu KTUN, kecuali 

ditentukan lain dalam peraturan terkait, adalah 

maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak dite- 

rimanya suatu permohonan. Hal tersebut di atas 

menunjukkan bahwa Undang-Undang PERATUN 

menganut asas Fiktif negatif. 

Seiring dengan perkembangan zaman kebu- 

tuhan untuk memberikan pelayanan publik yang 

baik dan pelayanan prima dari para penyelenggara 

pemerintah kepada warga negara. Pemerintah 

akhirnya membuat dan mengeluarkan Undang – 

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP) dengan tujuan agar adanya 

suatu pedoman yang jelas dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan yang dijadikan suatu 

patokan dalam menjalankan kewenangan maupun 

fungsi pelayanan kepada warga masyarakat. 

UU AP yang dibentuk dengan semangat pe- 

layanan publik yang prima juga mengatur tentang 

sikap diam atau pengabaian yang dilakukan oleh 

pejabat atau badan TUN yang tercantum dalam 

Pasal 53 Ayat 3 UU AP yakni: 
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“Apabila dalam batas waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,
maka permohonan tersebut dianggap dikabul-
kan secara hukum.”

Frasa dianggap dikabulkan seperti disebut-
kan dalam pasal 53 ayat 3 UU AP membawa kon-
sekuensi bahwa akibat hukum yang timbul dari
tindakan faktual pejabat TUN yang tidak menin-
daklanjuti dan/atau mengabaikan permohonan
administrasi negara adalah pengabulan atas per-
mohonan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya ketentuan tersebut UU AP
memunculkan paradigma baru terkait dengan
pengaturan sikap diam atau pengabaian atas suatu
permohonan untuk dapat memperoleh penetapan
maupun suatu keputusan dari pejabat TUN.
Artinya, setiap permohonan Keputusan TUN yang
tidak ditindaklanjuti dan/atau diabaikan oleh pe-
jabat TUN dianggap dikabulkan secara hukum
(Fiktif Positif). Sehingga ini berarti pengaturan
sikap diam pejabat/badan TUN terhadap per-
mohonan KTUN antara UU PERATUN dengan
UU AP berbeda dan bertentangan. Pengaturan
sikap diam dalam UU PERATUN adalah bersifat
fiktif positif sedangkan dalam UU AP bersifat fiktif
negatif.

KTUN yang dianggap dikabulkan berdasar-
kan UU AP tidak serta-merta langsung dapat
dilaksanakan secara otomatis ketika permohonan
diabaikan dan telah melewati batas waktu yang
telah ditentukan. Akan tetapi terdapat mekanisme
yang harus dilakukan agar permohonan tersebut
menjadi sah dan dapat diakui yakni keputusan
yang dianggap dikabulkan tersebut haruslah di-
ajukan ke PTUN untuk mendapatkan putusan
penetapam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal
53 ayat (4) UU AP menyatakan bahwa untuk mem-
peroleh keputusan penerimaan permohonan yang
dikabulkan tersebut, setiap pemohon mengajukan
permohonan kepada pengadilan.

“Pemohon mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk memperoleh putusan peneri-
maan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).”

Atas dasar hukum diatas ketentuan KTUN
yang telah dianggap dikabulkan berdasarkan UU
AP haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peng-
adilan guna memperoleh putusan yang akan mem-
berikan kepastian hukum yang jelas bagi pemohon
KTUN, dalam hal ini pengadilan yang memiliki
kompetensi untuk memutus adalah Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Sebgai pedoman dalam pelaksanan permo-
honan putusan atas KTUN yang dianggap di-
kabulkan Mahkamah Agung mengeluarkan pe-
doman dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
seseorang atau badan hukum perdata yang ingin
mengajukan permohonan atas putusan yang
dianggap dikabulkan melalui Peraturan Mahkamah
Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Bera-
cara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/
atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
(untuk selanjutnya disebut PERMA No. 7/2018). 

Dikeluarkannya PERMA No. 7/2018 justru
juga menimbulkan suatu kerancuan baru. PERMA
No. 7/2018 mengatur bahwa dalam proses
persidangan untuk mendapatkan putusan
pemohon harus melakukan pembuktian terkait per-
mohonan KTUN yang telah dianggap dikabulkan
dari segi pembuktian secara materiil oleh pemohon
dan dapat dibantah oleh termohon dalam hal ini
pemerintah. Mekanisme pembuktian sebagaimana
diatur dalam PERMA tidak hanya sekedar pem-
buktian terhadap prosedur pengajuan KTUN akan
tetapi juga terkait substansi dari permohonan.
Dalam proses PTUN juga nantinya dapat men-
jatuhkan putusan penolakan terhadap permohonan
putusan KTUN fiktip positif nantinya. Hal ini me-
nandakan bahwa ketentuan Fiktip Positif seba-
gaimana diatur dalam UU AP menjadi tidak sepe-
nuhnya diterapkan.
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Berdasarkan uraiaan diatas dapat dikatakan
bahwa pengaturan mengenai sikap diam pejabat/
badan TUN terhadap permohonan KTUN itu saling
bertentangan antara UU PERATUN, UU AP dan
PERMA 7/2018. Ketidakharmonisan ini tentunya
menimbulkan suatu akibat hukum dalam pelak-
sanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu untuk
membahas problematika hukum tersebut dalam
suatu penelitian sehingga adanya ketidakhar-
monisan dapat dibahas mengapa hal tersebut bisa
terjadi dan apa solusi dari adanya permasalahan
tersebut.

2. Metode

Penelitian hukum menggunakan metode
penulisan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis nor-
matif merupakan penelitian yang menggunakan
pendekatan masalah yang dengan maksud dan
tujuan untuk mengkaji hukum melalui telaah ter-
hadap perundang-undangan dan kaidah hukum
yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan te-
laah dari literature hukum yang berkonsep teoritis
dengan mengkaji secara mendalam teori teori
hukum sebagai bahan acuan analisis. Kemudian
dari hasil telaah tersebut mencoba menghubung-
kan dengan permasalahan yang menjadi pokok
pembahasan penelitian yang dibahas dalam penu-
lisan Tesis ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan per-
undang-undangan (statute approach), pendekatan
analitis (analitycal aproach). Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan mempelajari norma-
norma yang berkaitan dengan pembahasan dalam
penelitian ini. Hasil telaah terhadap norma-norma
kemudian di analisis sehingga jelas dan terang ba-
gaimana pengaturan terhadap tema yang dibahas
dalam penelitian.

Pendekatan analitis dilakukan dengan meru-
juk pada prinsip - prinsip hukum dengan membe-
dah teori-teori hukum yang dapat diketemukan
pada doktrin - doktrin hukum maupun pandangan
- pandangan para sarjana ahli hukum.

Jenis Penelitian yang penulis lakukan meng-
gunakan bahan hukum primer, bahan hukum se-
kunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah
data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat serta berhubungan langsung dengan
masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam
penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar
NRI 1945; Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; Peraturan Mahkamah Agung No.
7 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohon-
an Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tin-
dakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Bahan Hukum Sekunder melengkapi sumber
bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan
hukum sekunder yang diperoleh dengan mene-
lusuri literatur hukum yang membahas tema yang
berkaitan dengan penulisan: Studi dokumen yaitu
mempelajari melalui buku-buku, literatur, makalah
dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan
materi penulisan. Bahan Hukum Tersier Adalah
data yang sifatnya menunjang penelitian, mem-
berikan gambaran dan petunjuk maupun pen-
jelasan dari pemaparan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penu-
lis menggunakan bahan tersier diantaranya adalah:
Ensiklopedia; Kamus besar bahasa Indonesia;
Kamus Hukum; Penelusuran melalui internet.

3. Pembahasan
3.1. Perbedaan Pengaturan KTUN Fiktif

Berdasarkan UU PERATUN dan UU AP.

Tindakan Pengabulan dan Penolakan ter-
hadap permohonan KTUN, berada dalam ranah
kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang kemu-
dian diformalkan melalui penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara, surat pemberitahuan penolak-
an permohonan, atau tidak ditanggapi sama sekali
oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara baik kepu-
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tusan pengabulan maupun penolakan yang dila-
kukan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara
harus sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang baik.

Undang-Undang PERATUN Pasal 1 angka
3 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara adalah penetapan tertulis, yang sesuai de-
ngan ajaran positivisme, bahwa hukum harus ter-
tulis guna menjamin kepastian hukum. Permo-
honan Keputusa Tata Usaha Negara ada kalanya
permohona yang diajukan oleh Pejabat/Badan Tata
Usaha Negara tidak ditanggapi atau diabaikan.
Permasalahan ini bisa terjadi akibat suatu kelalaian
dari pejabat TUN atau bisa jadi karena adanya
faktor kesengajaan. Lantas Bagaimana apabila per-
mohonan Keputusan Tata Usaha Negara tidak di-
tanggapi / diabaikan oleh Pejabat / Badan Tata
Usaha Negara? Keadaan yang timbul dari tindakan
diamnya / abainya Pejabat /Badan Tata Usaha
Negara ini berdasarkan UU PERATUN (Pasal 3
ayat 1 dan 2) dianggap seolah-olah telah mengeluar-
kan keputusan penolakan.

Sudut pandang yang berbeda dalam meman-
dang akibat tindakan pengabaian oleh Pejabat /
Badan Tata Usaha Negara diatur dalam UU AP
yang merupakan peraturan terbaru dalam pokok
bahasan mengenai sifat keberlakukan keputusan
tata usaha negara. Jika pada UU PERATUN sikap
diam/pengabaian yang dilakukan oleh pejabat/
badan tata usaha negara dianggap suatu penolakan
lain halnya dengan UU AP, permohonan Keputusan
Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti/
diabaikan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara
dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 ayat
3 UU AP). Frasa dianggap dikabulkan (fiktif po-
sitif) membawa konsekuensi bahwa akibat hukum
yang timbul dari tindakan faktual pejabat/badan
tata usaha negara yang tidak menindaklanjuti /
mengabaikan permohonan administrasi negara
adalah merupakaan pengabulan atas permohonan
tersebut dan wajib untuk mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara yang diminta.

Pengabulan ini ditinjau berdasarkan frasa di-
anggap dikabulkan secara hukum, memiliki akibat
yang bersifat otomatis (given), meskipun demikian
diperlukan mekanisme pengajuan permohonan
kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan permohonan. Disinilah, penulis ber-
argumen bahwa pembuat undang-undang telah
keliru menyamakan frasa penerimaan permohonan
dengan pengabulan permohonan. Frasa penerima-
an mengacu kepada keadaan dimana permohonan
telah diterima karena memenuhi persyaratan/for-
mat yang diminta serta kemudian dipertimbang-
kan pengajuan hak pemohon untuk dikabulkan.
Sedangkan pengabulan permohonan, mengandung
makna bahwa hak pemohon telah dinyatakan sah
menjadi milik pemohon, normalnya dimana ke-
adaan tersebut muncul setelah adanya Keputusan
Tata Usaha Negara diterbitkan, namun karena
frasa dianggap dikabulkan dalam Pasal 53 ayat 3
UU AP, maka ketika Pejabat /Badan tata Usaha
Negara tidak menindaklanjuti permohonan admi-
nistrasi negara pemohon, akibat hukumnya di-
anggap sama dengan telah dikeluarkannya Kepu-
tusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif /
pengabulan akan permohonan administrasi negara
tersebut. Jika permohonan telah dianggap dikabul-
kan, lalu untuk apa pemohon harus mengajukan
permohonan pengeluaran Keputusan Tata Usaha
Negara? Toh secara hukum, apa yang dimohon
telah diberikan/ diakui oleh undang-undang de-
ngan frasa dikabulkan secara hukum. Hal ini karena
pembuat UU AP sesungguhnya menyadari bahwa,
meskipun dianggap telah dikabulkan, hak yang
timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat fiktif positif bersifat abstrak dan tidak
dapat memberikan jaminan kepastian hukum,
sebagai alat bukti tertulis, layaknya perlindungan
yang dapat diberikan oleh sertifikat/ Keputusan
Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis.

Di bawah ini diperbandingkan antara ke-
putusan yang bersifat fiktif negatif dan fiktif positif
dalam keputusan yang dikeluarkan oleh badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang diajukan ke
Pengadilan ke dalam tabel berikut ini:



Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Farid Ramdani

| 147 |

NO PERBANDINGAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF 
1 Dasar hukum  Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 
2 Bentuk Pengajuan ke 

Pengadilan 
Dengan Gugatan Biasa Dengan Permohonan 

3 Subyek Hukum Penggugat: Orang atau Badan 
Hukum Perdata 
Tergugat: Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara 

Pemohon: pihak yang permohonannya 
dianggap dikabulkan secara hukum 
Termohon: Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan 

4 Tenggang waktu Diatur dalam ayat (2) dan (3) 
yaitu setelah jangka waktu 
berakhir dan apabila tidak diatur 
maka jangka waktunya adalah 4 
bulan dan berpedoman pada 
Pasal 55 UU No. 5 thn 1986 

Apabila tenggang waktu tidak diatur 
dalam peraturan, maka 10 hari sejak 
diajukan permohonan, apabila telah 
lewat maka dapat diajukan permohonan 
ke Pengadilan 

5 Keputusan/Tindakan Dianggap Penolakan Dianggap permohonan diterima/ 
dikabulkan 

6 Hukum acara Hukum acara biasa sebagaimana 
diatur dalam UU Peratun 

Sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2015 

7 
 
 
 

 

Pelaksanaan Putusan Tidak diatur waktu pelaksanaan 
putusan apabila dikabulkan, jadi 
tetap merujuk 
ke pelaksanan Putusan pada acara 
biasa. 

Pelaksanaan Putusan apabila 
permohonan dikabulkan yaitu paling 
lama 5 hari kerja sejak Putusan 
ditetapkan (Pasal 53 ayat 6 UU No. 30 
thn 2014) 

8 Upaya Hukum Dapat menempuh Upaya Hukum 
Biasa dan Luar Biasa 

Tidak Ada Upaya Hukum 

3.2. Akibat Hukum Perbedaan Pengaturan
Terhadap Sikap Diam atau Pengabaian
Permohonan KTUN oleh Pejabat/Badan
TUN

Perbedaan pengaturan KTUN Fiktif sebagai-
man disebutkan dalam pembahadan sebelumnya,
apabila hukum administrasi Indonesia masih
menganut secara konkruen keberlakuan keputusan
fiktif negatif (UU Peratun) disamping keputusan/
tindakan fiktif positif (UU AP) atau dengan kata
lain kedua prinsip keputusan/tindakan fiktif ini
dipertahankan kedua-duanya secara pararel, maka
akan membawa suatu ambivalensi dalam upaya pe-
negakan hukum administrasi. Dampak dari ambi-
lavensi, pada saat sekarang berkembang dua kutub
pemikiran yang menyatakan bahwa meskipun
dalam UUAP dikenal permohonan fiktif positif
namun tidak serta merta gugatan fiktif negatif men-
jadi tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan biasa

di Peratun. Hal itu terjadi dikarenakan UUAP dan
UU Peratun berbeda rezim, yang pertama berada
dalam rezim hukum materil yang kedua berada
dalam rezim hukum formal.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang
berjudul Mengenal Hukum tertulis bahwa dalam
menghadapi konflik anatr norma hukum, maka
berlakulah asas - asas penyelesaian konflik (asas
preferensi) yang terdiri dari Lex superiori derogat
legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali, Lex pos-
teriori derogat legi priori. Apabila pertentangan/kon-
flik aturan yang terjadi antara UU Peratun dengan
UU AP diselesaikan dengan menggunakan asas
preferensi maka harus dilihat dan dianalis satu
persatu menggunakan 3 (tiga) asas turunannya. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui asas mana yang
seharusnya atau tepat digunakan dalam menyele-
saikan konflik aturan.
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Lex superiori derogat legi inferiori istilah ini
berarti aturan yang lebih tinggi mengenyamping-
kan aturan yang lebih rendah. UU Peratun dengan
UU AP adalah peraturan yang setingkat atau
berada di level yang sama yakni Undang-Undang.
Artinya kedua peraturan tersebut dibuat oleh
lembaga yang sama dan keberlakuannya juga
sama. Hal ini menjadikan kedua peraturan tersebut
tidak dapat saling mengenyampingkan karena
tidak ada dari keduanya yang berada dalam kedu-
dukan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Asas
ini biasanya dijadikan landasan pemberlakuan per-
aturan yang bertentangan dengan peraturan di-
atasnya. Seperti contoh, apabila suatu Peraturan
Pemerintah bertentangan atau tidak sesuai dengan
Undang-Undang maka ketentuan yang berada
pada Peraturan Pemerintah akhirnya dikesam-
pingkan. Hal ini dikarenakan kedudukan Undang-
Undang berada lebih tinggi dibandingkan dengan
Peraturan Pemerintah. Jika hal ini terjadi pihak
yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan
tersebut dapat mengajukan judicial review di Peng-
adilan. Sehingga asas ini tidak bisa diberlakukan
dalam pertentangan antara UU PERATUN dengan
UU AP.

Lex Specialis derogat legi Generalis, Aturan yang
lebih khusus mengenyampingkan aturan umum.
Asas ini digunakan apabila terdapat dua aturan
yang bertentangan akan tetapi berada di level
yang setingkat. Seperti misal pertentangan antara
Undang-Undang dengan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Peme-
rintah dan lainnya selam aturan tersebut setingkat.
Terdapat kriteria tertentu terkait pemberlakuan
asas ini yakni peraturan yang bertentangan ter-
sebut haruslah berada dalam rumpun yang sama,
sehingga dapat jelas dilihat mana aturan pokoknya
dan aturan yang lebih khusus. Contoh penggunaan
asas ini adalah pemberlakuan KUHP dan UU ten-
tang KDRT. Dalam penanganan kasus kekerasan
yang dilakukan dalam rumah tangga, maka keten-

tuan/pasal kekerasan yang ada di KUHP dikesam-
pingkan karena telah ada ketentuan yang lebih
kusus mengatur dalam pasal UU tentang KDRT.
Pertentangan antara UU PERATUN dengan UU
AP manakah yang dapat dinyatakan sebagai atur-
an yang lebih umum dan mana yang lebih khusus?
Dalam hal ini penulis berpendapat dari keduanya
tidak ada yang dapat dikategorikan umum dan
khusus dikarenakan dari keduanya bukanlah
aturan yang serumpun. UU PERATUN mengatur
tentang prosedur formil pelaksanaan peradilan tata
usaha negara sedangkan UU AP adalah ketentuan
yang bersifat materiil berkaitan dengan
pengelolaan administrasi pemerintahan. Jadi asas
ini juga tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam
menentukan ketentuan mana yang dapat
digunakan.

Lex posteriori derogat legi priori. Aturan yang
baru mengenyampingkan aturan yang lama. Pada
asas ini peraturan yang bertentangan juga harus
berada pada kedudukan yang setara antar
perauturan yang bertentangan. Selain itu antar
peraturan juga haruslah sama. Sebagai contohnya
Undang-Undang No. 10 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menjadi dikesampingkan setelah disahkannya
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal yang lain juga peraturan yang baru
dapat mengenyampingkan aturan yang lama
apabila peraturan terbaru mengatur hal yang
sama/serupa, kondisi seperti ini biasanya ditandai
dengan adanya ketentuan tersebut mencabut
ketentuan yang lama. Asas ini dapat saja
diterapkan pada UU PERATUN dan UU AP,
berkaitan dengan pengaturan hal yang tentang
sikap diam/pengabaian Pejabat/Badan Tata Usaha
Negara terhadap permohonan TUN, akan tetapi
pada ketentuan UU AP tidak menyatakan bahwa
ketentuan tentang pengabaian/sikap diam tidak
dinyatakan dicabut.
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3.3. Solusi Terhadap Permasalahan Perbedaan
Pengaturan Sikap Diam Pejabat/Badan
Tata Usaha Negara terhadap Pengajuan
Permohonan KTUN

Berkaitan dengan permasalahan perbedaan
pengaturan ini beserta dengan akibat hukum yang
ditimbulkan maka dengan ini penulis menawarkan
solusi yakni dengan mensinkronisasi antara UU
PERATUN dengan UU AP. Secara perundang-
undangan UU PERATUN dan UU AP adalah dua
undang-undang yang saling punya keterkaitan. Hal
ini dikarenakan UU AP adalah sebagai Undang-
undang yang bersifat materiil artinya mengatur
hal-hal pokok terkat bagaimana pelaksanaan
administrasi pemerintahan di lapangan sedangkan
UU PERATUN merupakan Undang-undang yang
bersifat formil artinya Undang-undang yang di-
gunakan sebagai pedoman dalam penegakan
hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap UU
AP. Dengan adanya keterkaitan yang sanga erat
ini maka antar kedua UU ini seharusnya bisa
berjalan secara sinkron dengan tidak saling ber-
tentangan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis
menawarkan solusi untuk merubah pasal dalam
UU AP yang berkaitan dengan pengaturan Fiktip
Positif. Hal ini untuk menjamin dari segi harmo-
nisasi terhadap UU dan untuk memberikan kepas-
tian hukum bagi pemohon dan warga masyarakat.

Sinkronisasi antara UU AP dengan UU
PERATUN dengan memformulasikan pasal 53 UU
AP yang awalnya menyebutkan:

 “Apabila dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau mela-
kukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka per-
mohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
hukum”.

Secara logika maka pemohon yang meng-
ajukan permohonan tinggal menunggu putusan
PTUN untuk diterima saja tanpa adanya proses
pemeriksaan secara lanjut dan peluang penolakan.
Mengingat hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat

2 UU PERATUN, yang menyatakan: jika suatu
badan atau oejabat tata usaha negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang-
kan jangka waktu sebagaimana ditentukan data
peraturan perundang-undangan dimaksud telah
lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara
tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud. (dalam hal ini PTUN
tetap akan memproses pengajuan perkara kepu-
tusan fiktif negatif dari pejabat TUN) hal ini
diperkuat kembali dengan pasal 15 sub (c) Perma
No 8/2017 yang menyatakan:

“Permohonan pemohon ditolak, dalam hal
alasan permohonan tidak beralaskan hukum.”

PTUN tetap akan memeriksa dan mengadili
permohonan pemohon. Paragraf pembuka agar
mendapat kepastian hukum terdapat delapan asas
dalam memformulasikan kembali, yakni: Suatu
sistem hukum yang terdiri dari peraturan –per-
aturan tidak berdasarkan putusan – putusan sesat
untuk hal-hal tertentu; Peraturan tersebut diumum-
kan kepada publik; Tidak berlaku surut, karena
kan merusak integritas sistem; Dibuat dalam
rumusan yang dimengerti oleh umum; Tidak boleh
ada peraturan yang saling bertentangan; Tidak
boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa
yang bisa dilakukan; Tidak boleh sering diubah-
ubah; Harus ada kesesuaian antar peraturan dan
pelaksanaan sehari-hari.

Peraturan Pasal 53 UU AP, harus disesuaikan
dengan redaksional kalimat sebagai berikut.

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 2, badan dan atau pejabat
pemerintahan tidak menetapkan dan atau
melakukan keputusan dan atau tindakan, maka
pemohon mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk diperiksa dan diputus.”

Perubahan tersebut sudah sesuai dengan asas
kepastian hukum, mengingat tidak bertentangan
lagi dengan UU PERATUN. Hal ini pula sesuai de-
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ngan pasal 47 UU PERATUN, yang menyebutkan:
“ pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara.” Kepastian antara peraturan dan pelaksa-
naanya, dengan demikian sudah memasuki ranah
aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mepengaruhi
bagaimana hukum positif dijalankan.

Selain merevisi pasal 53 UU AP, apabila pro-
blem tersebut telah berlangsung sebelum ada revisi
hal lain yang dapat dilakukan, antara lain melaku-
kan penafsiran, yakni dengan jalan pengingkaran
(disavowal), reintepretasi, pembatalan (invalidation)
dan pemulihan (remedy).

4. Simpulan

Perbedaan pengaturan terhadap sikap diam/
pengabaian KTUN Fiktif disebabkan adanya
perbedaan pandangan dan ratio legis dari pembuat
Undang-undang. UU Peratun lahir dengan tujuan
untuk memberikan kepastian antara hubungan
warga negara dengan pemerintah sedangkan UU
AP dimaksudkan untuk pemerintahan dituntut
semakin responsif dalam menjalankan tugas-tugas
pelayanan publik.

Akibat hukum terkait perbedaan pengaturan
KTUN Fiktif adalah munculnya ketidakpastian
hukum mana yang seharusnya digunakan apakah
UU Peratun atau UU AP. Kemudian tidak adanya
batasan UU AP terhadap permohonan yang diang-
gap dikabulkan dapat mengakibatkan kerugian
bagi pihak ketiga.

Diperlukan adanya reformulasi pasal yang
mengatur terkait permohonan KTUN Fiktif antara
UU AP dan UU PERATUN sehingga tidak terjadi
adanya perbenturan norma terkait pengaturan
KTUN Fiktif. Reformulasi pengaturan pelaksana

yakni melalui peraturan mahkamah agung sebagai
aturan formil pelaksanaan mekanisme permohonan
putusan harus disesuaikan dengan UU PERATUN
sebagai hukum formil di PTUN.
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